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' PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUBAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN MILIR
NOMOR 503 /DPMPTSP/ 1088 / 2023 /3¢

TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEXOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU BATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang a.  bahwa untuk berdirinys Sekolah Swasta di Kabupsten
Rokan Hilir diperfukan legalitas hukum dalem bentuk
lzin Operasional yang dikukubkan dengan Keputuses
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir,

b. bahwa untuk dikeluarkan Surst lzin  Operassonal
schagaimana dimaksud huru! & harus  memenubs
ketentuan yang berlaku,

¢. bahwa berdanarkan perumbangan or bengra Tl i
dimaksud pada huruf a dan hurufl b periu menetaphon
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persefujuan
Perpanjangan lzin Operasional Sckolab Swasta;

Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 feniang
Pembentukan Kabupaten Prlalawan, Kabupsten Folcan Mube,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupeten Siak, EKsbupsten
Kanimun, Kabupaten Natuna, Kabupsten Kusnten Sengag
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabus
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negars Hepubiih
Indonesia Nomor 3902), schagaimana tclalb diubab tersichor
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 isntang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tabuo
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Prialewan, Kabupeten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilr, Kabupstem Sialk
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupsten Kosntan
Senging dan Kota Batam (Lembaran Negura Repubiih
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembesran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Imdonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemberan
Negara Indonesia Nomor 4301},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 temtang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesss
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negars
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntaban Deersh
(Lembaran Negara Republik Indonessa Tabun 2015 Nomor 58




KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013022.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RAUDHATUL AMANAH PERMAI

Menimbang : 8 Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIKA EVA PUTRI, SH., M.KN , sesuai Akls

Notaris Nomor 03, tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Notaris RIKA
EVA PUTRI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHATUL
AMANAH PERMAI disingkat RAP tanggal 22 September 2018 dengan Nomor

Pendaftaran 5018092214101167 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan
Badan Hukum Yayasan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHATUL AMANAH PERMAI disingkat RAP;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
. YAYASAN RAUDHATUL AMANAH PERMAI disingkat RAP
| berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal
. 20 September 2018 yang dibuat oleh Notaris RIKA EVA PUTRI, SH., M.KN
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR.
KEDUA

¢ Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,
19690918 199403 1 001
| DICETAK PADA TANGGAL 23 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017086.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 23 September 2018
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